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Selanjutnya diSEDUt SEDAGA ......orowwvvsserressesmmissssress s PEMOHON.

Bahwa dalam Permohonan ini PEMOHON mengajukan permohonan terhadap Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terdapat korelasi yang kuat dalam
hal ini terkait usia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dalam pencalonan Presiden,
sehingga PEMOHON periu untuk melakukan Pengujian terhadap Pasal 169 huruf (q) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum guna apabila Permohonan a quo
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dikabulkan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam putusannya,
bahwa aturan terkait batas usia dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pasal 169
huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bertentangan
dengan Undang — Undang Dasar 1945 jika tidak ditambah berusia sekurang-kurangnya 40
(empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah;

Bahwa selanjutnya perkenalkan PEMOHON untuk mengemukakan dalil - dalil diajukannya
permohonan uji konstitusionalitas “constitutional review/ judicial review” Pasal 169 huruf Q)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yakni sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum
Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi, yaitu Undang - Undang Dasar
1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1)
UNDANG - UNDANGD 1945, menyatakan: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh
sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya .... dan oleh
sebuah Mahkamah Konstitusi':

2. Bahwa sebelumnya terhadap Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum pernah diajukan Uji Materiil yang masih berjalan
sampai dengan Permohonan ini dibuat dengan Nomor Perkara 29/PUU-XX1/2023.
Berdasarkan hal tersebut, maka PEMOHON terlebih dahulu akan menguraikan
perbedaan materi, muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Nomor Perkara 29/PUU-
XXI/2023 dengan Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh PEMOHON sebagai
berikut;

A. Permohonan Uji Materiil dalam Nomor Perkara 29/PUU-XXI1/2023

Bahwa PEMOHON dalam Permohonan Nomor 28/PUU- V/I2007 meminta: *
Menyatakan bahwa materi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menyatakan Pasal 169 huruf (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai "berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun":"

Alasan PEMOHON dalam Permohonan Nomor Perkara 29/PUU-XX1/2023
menyatakan bahwa Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bertentangan dengan Pasal 28D UUD
1945 pada pokoknya menyatakan: "Pasal Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang 7
Tahun 2017 a quo telah melanggar dan bertentangan dengan hak-hak dan
kepentingan konstitusional Pemohon yaitu berupa hak mendapatkan perlakukan
dan jaminan perlindungan kepastian hukum"
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B. Perbedaan antar Permohonan diatas dengan Permohonan a quo
Bahwa selanjutnya perbedaan antara Permohonan Nomor 29/PUU-XX1/2023,
dengan permohonan aquo adalah:
* Bahwa permohonan ini lebih memfokuskan pada berusia paling rendah-

rendahnya 40 tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah. Yang
dimana hal tersebut jika tidak diubah akan bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah-
rendahnya 40 tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah”

* Bahwa perbedaan pada permohonan a quo, permohonan diatas hanya lebih
mengedepankan pada usia serenda-rendahnya 35 tahun dan tidak ada pada
permohonan yang mengatakan bahwasannya calon tersebut jika belum berusia
40 dan mempunyai pengalaman sebagai Kepala Daerah belum bisa
mencalonkan sebagai Presiden Dan Wakil Presiden..

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka materi, muatan, ayat, pasal dan/atau
bagian dalam Mahkamah Konstitusi dengan Permhonan yang masih berjalan Nomor
Perkara 29/PUU-XXI/2023 dengan Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh
PEMOHON adalah berbeda, sehingga permohonan a quo tidaklah bersifat nebis in
idem terhadap permohonan sebelumnya (Permohonan Nomor Perkara 29/PUU-
XX1/2023). Bahwa selain tidak bersifat nebis in idem, dalam Permohonan a quo baik
Pemohonnya, alasan, subtansi maupun pokok permohonan (petitum) berbeda, dengan
demikian permohonan a quo sudah sepatutnya diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang - Undang Terhadap Undang
- Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24 C Undang — Undang Dasar 1945,
yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang - undang terhadap Undang -
Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang - Undang Dasar, memutus pembubaran
partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”

dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8
Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003
Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang — Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang — Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi;

‘Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji Undang - undang terhadap Undang —
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 945"
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Penjelasan Pasal 10 ayat (1 )

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi
langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya
hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam
Undang - Undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (final and binding).

. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf (@) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8
Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003
Tentang Mahkamah Konstitusi Jo, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi yang menyatakan: .

“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah
Konstitusi mengenai pengujian undang - undang terhadap Undang — Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1 945"

. Bahwa selanjutnya Pasal 18 Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

‘Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha
negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi™

. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - Undangan, menyatakan:

‘Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh
Mahkamah Konstitusi*

. Bahwa selain itu Pasal 7 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana telah diubah dengan
Undang — Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
mengatur bahwa secara hierarki kedudukan Undang -Undang Dasar 1945 lebih tinggi
dari undang - undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang - undang tidak boleh
bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang - undang yang bertentangan dengan
Undang - Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang - undang tersebut dapat
dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang - undang di Mahkamah
Konstitusi;
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9. Bahwa Hak Uji menurut Prof. DR. Sri Soemantri, dalam Bukunya : “HAK UJI MATERIIL
DI INDONESIA, 1997,” ada dua Jenis, yaitu Hak Uji Formil dan Hak Uji Materiil. Hak Uji
Formil menurutnya adalah

‘wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif, seperti undang - undang
misalnya terjelma melalui cara — cara (procedure) sebagaimana telah ditentukan/
diatur dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku ataukah tidak”
(halamane).

Selanjutnya ia mengartikan Hak Uji Materiil sebagai :

‘wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan
perundang - undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih
tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (ver ordenen de macht)
berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu” (halaman11);

10. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the
guardian of constitution) berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah
ketentuan pasal - pasal undang - undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai
konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal - pasal undang
— undang tersebut merupakan tafsir satu - satunya (the sole interpreter of constitution)
yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal - pasal yang memiliki makna
ambigu, tidak jelas, dan / atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada
Mahkamah Konstitusi:

11. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian baik secara materiil
maupun formil, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk undang - undang
terhadap Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945:

12. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang - undang in casu
Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), maka berdasarkan landasan
hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Mahkamah berwenang memeriksa,
mengadili dan memutus permohonan ini.

Il. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN HUKUM PEMOHON
1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi Jo. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang — Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya
disebut sebagai “UNDANG - UNDANG MK”), menyatakan: “Pemohon adalah pihak

yang menganggap hak dan / atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang - undang, yaitu:
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a) Perorangan warga negara Indonesia;

b) Kesatuan Mmasyarakat hukum adat Sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang - undang;

¢) Badan hukum publik atay privat, atau;
d) Lembaga negara.”

Dalam penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Undang - Undang Mahkamah Konstitusi
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak - hak yang
diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Bahwa lebih lanjut terhadap kedudukan PEMOHON dinyatakan pula dalam Pasal 4
ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara

dalam Perkara Pengujian Undang - Undang (selanjutnya disebut PMK 2/ 2021), yang
mengatur:

a) Pemohon Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakuknya undang-undang atau perppu, yaitu:

b) Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai
kepentingan sama;

c) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
diatur dalam undang-undang;

d) Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
e) Lembaga negara.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUNDANG -
UNDANG- [11/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 1 I/PUNDANG -
UNDANG-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan- putusan selanjutnya,
Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang - Undang
Mahkamah Konstitusi harus memenuhi S (lima) syarat, yaitu:

a. adanya hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UNDANG - UNDANGD
1945,

b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah
dirugikan oleh undang-undang yang diuji.

C. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidak - tidaknya bersifat potensial yang menurut
penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.
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d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

€. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut
maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi.

4. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang- Undang Dasar
Tahun 1945 diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan,
perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D
Ayat (1) UNDANG - UNDANGD 1945,

5. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk
menguji apakah PEMOHON memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon)
dalam permohonan penguijian undang- undang tersebut. Adapun syarat yang pertama
adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51
ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian
pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut.

6. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (Legal Standing)
dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo, sebagai berikut:

Pertama: Kualifikasi sebagai Pemohon

Bahwa kualifikasi Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Republik
Indonesia.

Kedua: Kerugian Konstitusional Pemohon.

Bahwa terhadap kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan
pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena
berlakunya suatu undang-undang, dimana terdapat 5 (lima) syarat- sebagaimana
Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-111/2005, Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 dan
putusan-putusan selanjutnya yang kemudian secara jelas dimuat dan diatur dalam
PMK Nomor 2 Tahun 2021 dalam pasal 4 Ayat (2) yaitu sebagai berikut:

(2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila :

a. Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
Undang Undang Dasar 1945

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya
Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;

C. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi:

d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya
undang-undang atau Perppu yang dimohonkan penguijian; dan
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7.

10.

L8

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan kerugian
Konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan
Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, pekerjaan Mahasiswa, saat ini sedang
menempuh study di Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta (UNSA) dan
bercita-cita ingin menjadi Presiden atau Wakil Presiden:

Bahwa Pemohon juga memiliki pandangan tokoh yang inspiratif dalam pemerintahan
di-era sekarang, yang juga menjabat sebagai Walikota Surakarta di masa Periode
2020-2025, hal ini jelas bahwa didalam masa pemerintahan Gibran Rakabuming
tersebut pertumbuhan ekonomi di Solo naik hingga angka 6,25 persen yang dimana
saat awal ia menjabat sebagai walikota, perturnbuhan ekonomi di Solo minus 1,74
persen;

Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang sama untuk memilih dan dipilih
sebagai calon Presiden serta Calon Wakil Presiden, dan karenannya Pemohon
memiliki legal standing dalam pengujian Objek Permohonan.

Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon berdasarkan
Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

a. "Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD
1945;

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya
undang- undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;

c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut pcnalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;

d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerucian konstitusional dan berlakunya
undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan

e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak lag atau tidak akan terjadi."

Bahwa Objek Permohonan yaitu Pasal 169 huru' (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

"Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wa kil presiden adalah:

q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahn:"

telah bertentangan dengan hak-hak konstitusion:! Pemohon yang diatur dan dilindungi
oleh UUD 1845 yaitu:

a.Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi:



"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan ity dengan tidak
ada kecualinya."

b.Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

c. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan".

12. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf (@) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut, juga telah menimbulkan diskriminasi
nyata terhadap Pemohon, yang mana hal ini jelas-jelas telah merugikan dan
melanggar hak konstitusional Pemohon, hak mana dilindungi oleh Konstitusi dalam
Pasal 28 | ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan :

"Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar
apa pun dan berhak mendapatkan periindungan terhadap perlakuan yang
bersifat diskriminatif itu, "

13. Bahwa dari uraian di atas jelas bahwa berlakunya Pasal 29 huruf (e) Undang- Undang
a quo telah melanggar, merugikan Hak Konstitusional Pemohon diantaranya hak-hak
konstitusional sebagai berikut:

a. Hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil
dihadapan hukum;

b. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan,

C. Hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan

berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif
itu.

14. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan MKRI nomor
S0/PUU-XIX/2021 pernah memberi kedudukan hukum bagi perseorangan yang
mempersoalkan Pasal 169 huruf () Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum, yang mana perseorangan tersebut belum pernah mencalonkan diri
sebagai presiden atau wakil presiden Republik Indonesia (halaman 38-39 dan 46
Putusan MKRI nomor 50/PUU-XIX/2021), maka sudah selayaknya Pemohon sebagai
perorangan yang belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil
presiden diberi kedudukan hukum layaknya perorangan dalam Putusan MK Nomor
50/PUU-XIX/2021 yang juga mempersoalkan pasal terkait pencalonan presiden dan
wakil presiden yaitu Pasal 169 huruf (@) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum.
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15.

16.

Bahwa Pemohon memiliki kualifikasi dan memenuhi persyaratan untuk mengajukan
permohonan pengujian Objek Permohonan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51
ayat (1) UU MK serta Objek Permohonan telah terbukti melanggar hak konstitusional
Pemohon untuk dipilih dan memilih calon presiden dan calon wakil presiden Republik
Indonesia yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun pada pemilu tahun 2024 dan
oleh karenanya harus dianggap Pemohon memiliki legal standing dan kerugian
konstitusional.

Bahwa PEMOHON hilang kerugian jika permohonan aquo dikabulkan yaitu batasan
usia sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden berusia 40 (empat puluh tahun) atau
sudah mempunyai pengalaman sebagai Kepala Daerah, hal tersebut selaras dengan
yang sudah diamanatkan pada Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 tentang Setiap warga
negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

lll. ALASAN - ALASAN PERMOHONAN

1

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kedudukan Hukum dan Kewenangan
Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Pokok Permohonan ini.

. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

adalah konstitusi yang menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia,
karenanya UUD 1945 haruslah dipahami secara komprehensif, tidak hanya dari segi
formil semata. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dan menjunjung tinggi
keadilan, tidak bisa hanya terikat dengan hukum itu sendiri, namun juga terikat dengan
rasa keadilan dan moral. Hukum harus dipandang dan ditempatkan sebagai sarana
untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

. Bahwa salah satu prinsip Keadilan dan/atau Kepastian Hukum yang secara jelas

diatur adalah perihal masa jabatan publik, bahwa masa jabatan publik harus
berprinsipkan keadilan dan kepastian hukum, dalam hal ini jelas bahwasannya pejabat
publik dalam melaksanakan atau akan melaksanakan tugasnya tidak terbelenggu
dalam ketidakpastian pada usia dalam melaksanakan atau akan melaksanakan
tugasnya tersebut.

. Bahwa masa jabatan dan penentuan usia jabatan publik menurut hukum administrasi

negara adalah pengrealisasian atau konkretisasi atas hak yang dimiliki seseorang
untuk menduduki jabatan tersebut dalam suaty bentuk atau format administrasi negara
yang ditujukan bagi setiap orang secara nyata dan pasti, yang tidak mengandung
penafsiran lain apalagi bertentangan dengan ketentuan lainnya.

. Bahwa objek permohonan dalam perkara ini adalah Pasal 169 huruf (9) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang selengkapnya berbunyi:
Pasal 169

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden.adalah:

a. bertakrva kepada Ttrhan yang Maha Esa:

b. warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima
kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri:

C. suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah
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Warga Negara Indonesia;

d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana
korupsi dan tindak pidana berat lainnya;

€. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban
sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika;

f. tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa
laporan kekayaan penyelenggara negara;

h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara

badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan
negara;

i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan:

J. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;
. terdaftar sebagai Pemilih:

m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar
pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan
tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;

n. belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali
masa jabatan dalam jabatan yang sama;

0. setia kepada Pancasila, undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Kka;

p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan, pengadilan yan telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;

r. berpendidikan paling rendah tamat sekorah menengah atas, madrasah aliyah,
sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang
sederajat;

S. bukan bekas anggota organisasi terlarang partai Komunis Indonesia, termasuk
organisasi massanya, atau bukan orang "yang terlibat langsung dalam
G.30.S/PKI; dan memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan
pemerintahan negara Republik Indonesia,

6. Bahwa mengenai open legal policy dalam Poin 118 halaman 32 Putusan MKRI Nomor
22/PUU- XV/2017, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan:

"... Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selaly
berarti inkonstitusional, kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar
moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable..."

7.Bahwa keberadaan Objek Permohonan jelas-jelas merupakan suatu bentuk
pelanggaran moral, yang memiliki makna nilai yang berhubungan dengan yang baik
dan yang buruk. Sebab, hal ini berhubungan erat dengan diskriminasi karena
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10.

1hs b

ketentuan dalam Objek Permohonan menciptakan suatu diskriminasi dari perbedaan
golongan umur yang mengakibatkan terciderainya satu golongan kelompok umur yang
seharusnya diberikan kesempatan yang sama, sebagaimana:

"Mahkamah dalam putusannya telah menegaskan bahwa diskriminasi adalah
memperiakukan hal yang sama terhadap suatu yang berbeda atau memperiakukan
berbeda terhadap hal yang sama".

. Selain itu, Objek Permohonan juga mengakibatkan ketidakadilan yang intolerable

karena Objek Permohonan memaksakan rakyat Indonesia untuk memilin presiden dan
wakil presiden berdasarkan calon yang memenuhi kriteria usia yang sudah ditentukan
oleh pembentuk undang-undang.

. Bahwa Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

Umum telah bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dan
dilindungi oleh UUD 1945 yaitu:

a.Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak
ada kecualinya."

b.Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

c. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan".

Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut, juga telah menimbulkan diskriminasi
nyata terhadap Pemohon, yang mana hal ini jelas-jelas telah merugikan dan
melanggar hak konstitusional Pemohon, hak mana dilindungi oleh Konstitusi dalam
Pasal 28 | ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan :

“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar

apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang
bersifat diskriminatif itu."

Bahwa dari uraian di atas jelas bahwa berlakunya Pasal 29 huruf (e) Undang- Undang

a quo telah melanggar, merugikan Hak Konstitusional Pemohon diantaranya hak-hak
konstitusional sebagai berikut:

a. Hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang
adil dihadapan hukum;

b. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

C. Hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan

bernak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat
diskriminatif itu.



12.

13.

Bahwa Pemohon adalah Pengagum dari Walikota Surakarta pada periode tahun
2020-2025 yaitu Gibran Rakabuming yang dimana disaat dalam pemerintahan Gibran
Rakabuming pertumbuhan ekonomi di Surakarta meningkat 6,25 persen dari yang
awal saat menjabat walikota pertumbuhan ekonomi minus 1,74 persen. bahwa
pertumbuhan ekonomi di Surakarta melebihi dua kota besar yaitu Yogyakarta dan
Semarang, seperti yang kita tahu bahwasanya Solo bukanlah Ibu Kota Provinsi
Seperti Jawa Tengah maupun Yogyakarta, dan Solo hanya kota kecil yang memiliki
wilayah geografis yang berukuran -/+ 44 KM.

Bahwa Walikota Solo telah berhasil membuat Kota Solo semakin maju dalam hal
pariwisata, Dinas Pariwisata Solo mencatat jumlah wisatawan meningkat tiga kali lipat,
dalam hal ini terkait pembangunan destinasi yang meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan juga peningkatan pada pariwisata dometik maupun manca negara yang
naik sebesar 5 persen dari tahun ke tahun, hal ini nyata jika pada masa pemerintahan
Gibran Rakabuming menumbuhkan perekonomian pemerintah dan rakyat Surakarta
pada pokoknya.

14. Bahwa selaras dengan pendapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) perekonomian Kota

18.

16.

Surakarta berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar
harga berlaku (ADHB) mencapai Rp 55.964,8 miliar dan atas dasar harga konstan
(ADHK) 2010 mencapai Rp 38.475,9 milliar. Perekonomian Kota Surakarta pada tahun
2022 tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 6,25 persen, lebih tinggi
dibandingkan capaian pada tahun 2021 yang tumbuh 4,01 persen. Dari sisi produksi,
pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan
yaitu sebesar 131,39 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi
dicatat oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani
Rumah Tangga yaitu sebesar 5,85 persen.

Bahwa secara struktur, Lapangan Usaha Konstruksi mendominasi struktur ekonomi
Kota Surakarta pada tahun 2022 dengan kontribusi sebesar 25,94 persen, sedangkan
dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB) dengan kontribusi sebesar 64,29 persen.

Bahwa hal tersebut lah yang membuat Pemohon kagum dengan sosok Walikota
Surakarta yang bisa membuat pencapaian kota berukuran -/+ 44 KM itu bersanding
dengan ibu kota provinsi seperti Semarang dan Yogyakarta, dan bahkan Gibran
Rakabuming yang masih berusia 35 tahun sudah bisa membangun dan memajukan

Kota Surakarta dengan kejujuran, Integritas moral dan taat serta patuh mengabdi
kepada kepentingan rakyat dan negara.

17.Bahwa permohonan terkait norma Pasal 169 huruf (9) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada pokoknya mengenai "ketentuan syarat
usia” untuk menduduki jabatan Presiden, yang semula mempersyaratkan usia paling
rendah 35 (empat puluh) tahun yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun
2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden setelah dicabutnya UU
No 24 Tahun 2008 tersebut ada perubahan menjadi paling rendah 40 (lima puluh)
tahun pada Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum. Pemohon memahami bahwa kewenangan pengaturan pembatasan
usia untuk menjabat Presiden maupun Wakil Presiden tidak diatur dalam konstitusi
dan karenanya merupakan kebijakan hukum yang terbuka pada pembentuk undang-
undang (opened legal policy) untuk mengaturnya, sebagaimana ditegaskan dalam
putusan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan terdahulu:



a. Putusan Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan Nomor 37-
39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah
mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia UUD 1945 tidak
menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan
dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (opened
legal policy), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang
sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut
sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang apapun
pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

b. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 26/PUU-VII72009 telah menyatakan
sebagai berikut: "Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal
konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang- Undang jika kalau norma
tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan
sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi
suatu  undang-undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat
membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional,
kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas,
rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Sepanjang pilihan kebijakan tidak
merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak
merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan
dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh
Mahkamah"

C. Putusan Nomor 7/PUU-X1/2013 berpendirian bahwa “terhadap kriteria usia yang
UUD 1945 tidak menentukan batasan usia tertentu untuk menduduki semua
jabatan dan aktivitas pemerintahan, hal ini merupakan kebijakan hukum (legal
policy) dari pembentuk Undang-Undang, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh
pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan
yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk
Undang-Undang yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan
dengan UUD 1945.

18.Bahwa dengan demikian pada prinsipnya mahkamah konstitusi berpandangan
penentuan masalah batas usia jabatan pemerintahan merupakan kebijakan hukum
(legal policy) dari pembentuk Undang-Undang, kewenangan pembentuk Undang-
Undang yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD
1945. Namun dalam Putusan MK Nomor 7/PUU- X1/2013, MK memberikan tambahan
pandangan bahwa walaupun Kewenangan pengaturan batas usia dimaksud akan
menjadi permasalahan konstitusionalitas jika:

a. Menimbulkan problematika kelembagaan, (tidak dapat dilaksanakan dan
menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock);

b. Menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara tersebut: dan/atau
€. Menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara;

19. Bahwa Pemohon tidak bisa membayangkan terjadinya jika sosok yang dikagumi para
generasi muda tersebut tidak bisa mendaftarkan pencalonan Presiden sedari awal, hal
tersebut sangat inkonstituonal karena sosok Walikota Surakarta tersebut mempunyai

potensi yang besar dan bisa dengan pesat memajukan kota solo secara pertumbuhan
ekonomi.



20.Bahwa hal tersebut selaras dengan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
terhadap Walikota Solo, Gibran, yang dirilis oleh program pasca sarjana dan program
studi Magister Administrasi Publik Universitas Slamet Riyadi Surakarta, ditunjukkan
bahwa sebanyak 79 3% responden mengaku puas dengan kinerja Gibran
Rakabuming Raka dan Teguh Prakoso, serta sebanyak 93,5% dari responden yang
berjumlah 550 orang, menyatakan Gibran merakyat.

21.Bahwa dengan merujuk pada data banyaknya kepala daerah terpilih yang berusia di
bawah 40 tahun pada pemilu sebelumnya (pemilu tahun 2019), disertai dengan kinerja
kepala daerah berusia di bawah 40 tahun dan kinerja-kinerja menteri berusia muda
yang baik, sudah seharusnya konstitusi tidak membatasi hak konstitusional para
pemuda kita untuk dapat mencalonkan dirinya sebagai calon presiden dan calon wakil
presiden dengan menggunakan syarat batas usia.

22.Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, terbukti Pasal 169 huruf (9) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6832), tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai berusia paling rendah 40 (empat
puluh) tahun atau sudah pernah berpengalaman sebagai Kepala Daerah, karenanya
harus dinyatakan bertentangan secara bersyarat.

V. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kiranya
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), berkenan memeriksa,
mengadili dan memutus permohonan Pemohon yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan atau mengabulkan seluruh permohonan Pemohon:

2.Menyatakan pada Pasal 169 huruf (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana terakhir
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat
(conditionally in constitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

sepanjang tidak dimaknai dengan "Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau
berpengalaman sebagai Kepala Daerah "

3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya;

Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).



Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON

o A

(H. ARIF SAHUDI, SH., MH)

~ (GEORGI ART SIAHAAN, SH)



